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o Abstrak e

Karina Oktriastr a Apllkas e-Procurement dalam Sistem. Informasi Mahqemen Pemerintahan di Unit
Pelaksana Teknis® ‘Daerah (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik™(LPSE) Kota Pontianak.
SKkripsi. Popt{énak Program.Studi [Imu Pemerintahan Kerjasama Fakultas [Imu Sqqal dan [Imu Politik
Dengan Pémerintah_Provinsi Kalimantan Barat. Aplikasi e-procurement dalam™sistem informasi
manqemen pemerintahan di unit pelaksana teknis daerah (UPTD) layanan-pengadaan %cara elektronik
(LP_SE) Kota Pontianak mengalami kendala seperti kurangnya sosidisasi, pelatihan dan pendtg|kan bagi
pehgguna, aksés website yang sering mengalami gangguan dan kurangnya koordinasi antar staikeholders
Jdalam penyediaan infrastruktur.Keberhasilan aplikasi: e-procurement dapat dilihat melalui tiga faktor
{penting yaitu regulasi, sumber daya manusadaq-l afrastruktur. Yaitu dari aplikasi yang berjalan sesuai
dengan standar operasi prosedur, sumber daya—aparatur yang professional serta infrastruktur yang
Imemadai” untuk mengoptimalkan berjalannyagaplikasi e-procurement di UPTD. LPSE.Kota Pantianak.
Untuk - mengoptimalkan aplikasi e-procur efment, perlu menyelaraskan kinerja_-antar departemen
pemerintah, kemudian menjalankan standar ‘yang telah ditetapkan, serta terus menerus melakukan
pépgembangan sistem sesuai dengan kagajr aﬁ M]qang‘.dl perlukan hingga dapat mewujudkan term ptanya
good governance dan clean government. “ji L ".‘ .~.
Kata Kunci: Aplikasi, Regulasi, Sumbehﬁay{i I\/Igrma, Infrastruktur, Good Governance dan Clean
Government oJ

! l.!-' f
’--,, Abstract ¢

K arina 'Oktriastra: e-Procurement Application in Management Information Systems of Governance in
District 'I‘éphmcal Implementing Units Electronic Procurement Service-Script. Pontlanak Governments
Science’s Rrogram, Faculty. of Social Politic Science Collaborate with West' Borneo Province
GovernmenfE procurement application. in 'madagement information 'systems of Governance in UPTD.
LPSE Pontlanak experiencing problems'such as lack of socialization, trai nmg and education for users,
the disruption of Websg,te and lack of coordination among stakeholdersin pmvvgon of infrastructure.The
successfulness of e-procurement- applications_can_be viewed-throtugh three important factors, Poalicy,
People and Infrastructure. Which of the applications running in accordance with standard operating
procedures, professional personnel resources and adequate infrastructure to optimize the passage of e-
procurement in UPTD. LPSE Pontianak.To optimize the application of e-procurement, it is necessary to
align the performance between government departments, then run the established standards, and ongoing
development of a system in accordance with the required capacity to be able to realize the creation of
good governance and clean government.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
merupakan salah satu permasalahan krusial di
Indonesia yang erat kaitannya dengan kualitas
rendah
dibandingkan negara lain di dunia. Hal tersebut

sumber daya manusia yang masih

tercermin dalam Laporan Corruption Perception
Index Tahun 2012 dimana Indonesia menempati
posis ke-118 dari 176 negara dan Kota Pontianak
menempati posisi ke-36 dari 50 kota.

Adapun dari temuan Komisi Perpt_)er,antégn
Korupsi (KPK) sebanyak 70-80% Kasus korupsi
di Indonesia yang thénganl
Pemberantasan Korﬂps adalah di bidang barang

dan jasa kai@na adanya “penunjukan langsung

oleh. Komis

terhadap#y pemenang IeIang dan penggel embungan
harga barang dan Ja&a (Johan Budi SP Juru
Bicara KPK kepada Koran Teme 18 Apr|l

2012).
!'.

rendahnya—
|

Mareknya praktek korupsi,
kudltas layanan publik yang tidak memenuH|

harapan masyarakat, birokrasi pemerintahan gﬂ|||H

i

.

*dengan pengembangan  e-government

Sistem mangjemen pemerintah yang pada
mulanya merupakan sistem hirarki kewenangan
dan komando sektoral yang mengerucut dan
diubah

mengembangkan sistem mangemen modern

panjang harus  mampu dengan
dengan organisasi berjaringan sehingga dapat
memperpendek lini pengambilan keputusan serta
Salah satu bentuk
dari sistem mangjemen modern tersebut adalah
yang
mengembangkan

memperluas rentang kendali.

merupakans,, upaya untuk
penyel enggaraan -kepe—men ntahanyang berbasis
elektronik dalam rangT{a._{nenlngkatkan kualitas
pelayanan ‘publik _secara Héfelgtif dan efisien.
Mgaiajui pengembangan egoverrl?ﬁaept dilakukan
pénataan sistem mangjemen dan proés__J(erja di
'Iinglgrjhgan pemerintah, " dengan méngopti—
mdi.%si kan pemanfaatan ~teknologi informasi
yang mencakup 2 aktivitas. yang berkaitan

(Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang

i.'IKebuakan dan Strategi Nasional Peng?mbangan

tldak- efisen dan efektif, transparans | ljan: JJ e—government) yaitu : ,:"
akuntab|l|tas yang rendah, serta rendaﬁ'ny -?'* -~ (1)  Pengolahan data, jpengelolaan
d|S|pI|n|-,Hdan etos kerja aparatur negara menjadi L'{‘ informasi, sistem mangemen danr-ilproses kerja
dasar quunya reformasi. untuk  mencapai secaraelektronls ,"

pemei ntar;'-ép yang bersih. -Pemerintah Indofesia (2  Pemanfaatan kemaj uan teknologi

saat  ini @mang berusaha_..mewujudkan
pemerintahan y%\ng bersih “(clean ‘government)
dan menerapkan tata kelola pemerlntahan yang
baik (good governance). Kedua hal Tni barobisa
tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan
diterapkan pada prinsp kepastian hukum,
efisien,  akuntabel,

professional, visioner,

transparan dan partisipatif.
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informasi agar pelayanan gu'bllk dapat diakses
secara mudah dan murgh'-oleh masyarakat di
seluruh wilayah negara: P

ﬁoées-transformasi menuju e-government
sesuai  dengan Instruks Presiden Republik
3 Tahun 2003

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

Indonesia Nomor tentang

e-government juga telah mengarahkan agar

pemerintah dapat mengoptimalisasikan
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pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk
mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi,
serta membentuk jaringan sistem manajemen dan
proses kerja yang memungkinkan instansi-
instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk
menyederhanakan akses ke semua informasi dan
layanan publik yang harus disediakan oleh
pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-
lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan
pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap
ssat memanfaatkan informas dan layanan
pemerintah secara optimal. _—

Salah satu upaya pengembgpgm‘ﬁdejlr;\yanan
publik melalui jaringan intpr-fﬁ'é-usi dan komunikasi
adalah eprocurn_e,n’énﬂ- yang, ‘merupakan
pengadaan bapaﬁg dan jasa yang dilaksanakan
dengan meﬁagunakan teknologi infermasi dan
transquép elektronik: sesuai dengan peraturan

pe_r-tjﬁdang-undangan (Peraturan Presiden Nomor

70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua' atasse

PSqaturan Presiden Nomor 54 Tahuh 201'0
tentang ‘Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
Pontianak Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian
Tugas Jabatan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE).

Aplikasi e-procurement tersebut masih
menemui berbagai macam kendala sehingga
belum optimal seperti masih kurangnya tenaga
ahli di bidang informasi dan teknologi yang
dilihat dari masih kurangnya sosialisasi, pelatihan

maupun pendidikan khusus terhadap pengelola

-__‘dan penyedia barang dan jasa, terbatasnya

baﬁdwsdlh untuk  mengakses website e
procurement Vaqlg_ mengakibatkan akses yang
lambat maupun terganggu dankoordinasi antara
stakeholders dalam hal ‘mi, Pemerintah Kota
Pontianak  dan Pemerintah ™, Pusat  dalam
menanganl masalah yang muncul daI‘am program
€-procurement.

4 Oleh karena itu, penéliti merasa [tertarik
unt.uk melakukan penelitian mengenai Aplikasi e

Procurement dalam Sistem Informasi M apaj emen

Su%.u pengembangan sistem untuk pelayalhal H Pemerlntahan di Unit Pelaksana Tekn|§ Daerah

barang dan jasa tersebut, dianggap penting

(UPTD) Layanan Pengadaan Secara rElektronlk

hampl'g 35-40% dari Anggaran Pendapa[taa:r.n‘;jar.~ J e .(LPSE) Kota Pontianak, Kallmantan..Barat yang

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan; I-'.H
Belanja Daerah Tahun 2011 atau uang negara

kurang lebih senilai 450 triliun disalurkan. pada
kegiatan pengadaan (Jurnal !_embagé Kebijakaﬁ
Pengadaan Bz;r"a_ng dan Jasa Pemerintah. Tahun
2012). LY

e-Procurement  mula™ diterapkan__dalam
sistem informas mangemen pemerintahan di
Kota Pontianak melalui  Peraturan Walikota
Pontianak Nomor 56 Tahun 2009 tentang Uraian
Tugas dan Jabatan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

yang didukung dengan Keputusan Kepala Dinas
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beralamat di Jalan Rahadi Oesman l\llomor 3 Kota
Pontianak; Kalimantan Barat.

2. . Rumusan Per masalahan Ff

Adapun " Tumusan pg"mamlahan yang
diambil " peneliti, ialah “Mengapa aplikasi e-
procurement dalam sigteﬁ'{ informasi manajemen
pemerintahan-i Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kota Pontianak belum berjalan secara

optimal? ”

3. Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
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1. Untuk

regulasidalam e-procurement di Sistem Informasi

mengetahui bagai mana
Mangjemen Pemerintahan di Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Kota Pontianak.

2. Untuk mengetahui bagaimana sumber
daya manusiadalam e-procurement di Sistem
Informas Mangjemen Pemerintahan di  Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota
Pontianak.

3. Untuk
infrastruktur dalam e-procurenpm ('f S|stem

mengetahui

Informasi Manajemen P_emamtahan di  Unit
Pelaksana Teknis _,,D'aerah (URTD)+ Layanan
Pengadaan Seeara Elektronik - (LPSE) Kota
Pontianak,*

Manfaat Penelitian _

F Manfaat teoritis penelitian yang d|harapkan

aqialah dapat ' memperluas khasanah i Mt -

pepgetahuan khususnya di bidang pemerl ntahaﬁ.
Manfaat - praktis penelitian, bagi pemermtap

adaLah sebagai masukan kepada UPTD. LFISIjIlH

sehi ngga dapat memberikan pelayanan 'y

bagaj i mana™ e,

MacManus, 2002:10) vyaitu regulasi (policy),
sumber daya manusia (people) dan infrastruktur.
Regulasi (policy), yaitu peraturan yang mengatur
mengenai standar operasi prosedur (SOP) dalam
melaksanakan e-procurement sehingga satuan
kerja perangkat daerah mendapatkan barang dan
jasa yang murah namun tetap berkualitas, sumber
daya manusia (people) yaitu pengelola maupun
penyedia barang dan jasa yang menguasai sistem
informasi teknologi sehingga dapat
mengoperasikan e-procurement dengan baik, dan
infrastruktur  yaitu ketersediaan sarana dan
prasarana, untuk menunjang pengaplikasian e-
procuremer:'i."“ah“

Walaupun tent'l'}\g_i'dak hanya hal di atas,
tetapi diharapkan pula aképljléasj e-procurement
tersebut dapat berhasil dalam |:r'féngatasi masalah-
masalah yang terjadi dalam apllkaéqya seperti
memberikan  sosialisasi, _pelatihan maupun
pendidikan khusus terhadap pengelola dan
pef;yedia barang dan jasa, -menerapkan 'Istandar
bandwidth untuk  mengakses webis;jte e
procurement sehingga upload.dan downToad data

Ii dapat berjalan lancar sertakoordinasi r,yang baik

'
transp@ran efektif dan  akuntabel, :.pagﬁ\ | g @ntara stakeholders dalam hal ini .,Pemermtah

masyarakat secara luas adalah agar mendapatkan| |
k@empa;c:;\n untuk dapat mengakses dan""

mengetahuUi, mengenai proses pengadaan -barang
dan jasa diKota Pontianak, bagi” mahasiswa
(pendliti) ada;ltah untuk memiliki pemahaman
mengenai aplikaé‘agprocurerrent dalam sistem
mangjemen pemerintahan A YPTD._LPSE Kota
Pontianak.

B.Kerangka Teori dan M etodologi

1. Kerangka Teori

Adapun dalam aplikasi e-procurement dapat
dikatakan berhasil apabila telah berhasil
memenuhi tiga faktor penting (Robb dalam
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Kota Pontianak dan Pemerintah iPuw: dalam
menangani masalah infrastrukturH ‘Iyang muncul
dalam e-procurement sehlngga dapat segera
diatasi™ 3 y

-

2. IMetode Penelitian  #

Penelitian ini H:ﬁl;enggunakan metode
penelitian—~deskriptif  kualitatif,
melakukan empat langkah yaitu pre-survey,

kemudian

membuat usulan penelitian, pengambilan data
primer dan sekunder kemudian membuat laporan
penelitian (skripsi).

Lokas penelitian adalah di UPTD. LPSE

Kota Pontianak. Subjek penelitian adalah
4
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penyedia dan pengelola barang dan jasa
pemerintah. Kegiatan pengumpulan data dalam
penelitian ini melalui observasi, wawancara
mendalam dan dokumentasi. Adapun data diuji
dengan menggunakan triangulasi data, kemudian
dianalisis dengan menggunakan 3 komponen
yaitu display, reduction dan drawing and

verifying conclusions

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
penelitian ini adalah
regulass mengenai e-procurement di S|§tem'
Informasi Manajemen Pemerlntgl’\an l‘f’ UPTD.
LPSE Kota Pontianak sgr}gat' baik, terlihat dari
keseluruhan proset_jlg"ijglam mengaplikasikan e-

Kesimpulan dari

procurement *,;d'éh dirancang dari
K ebijakanPengadaan‘Barang dan Jasa (LKPP)

dari pel'éksanaan e-tendering, e-catalogling dan

Lembaga

epﬁFchasi ng.- yang diatur melalui Peraturan
K?pala LKPP" sehingga dari
mlglaksanakan keseluruhan rangkaian brose—du‘r
bermma Unit Layanan Pengadaan (ULP) sert.a
peryed|a barang dan jasa sehingga ketiga p||h

dap:::t saling bekerja sama dan saling meng |'

UPTD. LiPSE e

diperbaruinya hardware dan software pada bulan
Januari Tahun 2013 untuk menyesuaikan dengan
kapasitas pengguna aplikasi e-procurement. Serta
tersedianya infrastruktur di UPTD LPSE sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan LKPP yaitu
adanya ruang training, ruang bidding, ruang
server, ruang verifikasi dan helpdesk, serta daftar
kebutuhan perangkat jaringan dan server yaitu
line internet, router, switch dan server.

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi

bahwa untuk melaksanakan aplikas e

‘procurement yang berhasil pada sistem informasi

mairiajemen pemerintahan di  Unit Pelaksana
Teknis Dz:éPéha., (UPTD) Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (L'PSE) Kota Pontianak proses
e-tendering, ecatalogumgh_dan e-purchasing
harHs dapat berjalan dengan bark.,_sesual dengan
refulasi yang telah ‘dibuat, dijalén’?cq? dengan

aparatur yang professiona, serta infrastruktur

yang mampu menunjang aplikasi e-procurement

UPTD. LPSE Kota
' |

[ |

Layaran  Pengadaan

yang dilaksanakan di
Pontianak.
Keterkaitan  Unit

.(ULP) penyedia barang dan jasa sertq, pengel ola

dalam, proses e-procurement. Sumber a.hayai\ | ___J barang dan jasa sebagai pelaksana teknis juga

Manusra dalam e-procurement di S|stem|J|
Informaén Mangjemen Pemerintahan di —Unit
Pelaksana Teknls Daerah  (UPTD)- Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota
Pontianak telaﬁ;__berjalan dengan baik. ‘Terlihat
dari tiga orang-"“s‘t.af di UPTD LPSE yang
memiliki latar belakang pertidikan.strata 1 (S1)
dan telah mengikuti pelatihan dari LKPP.
Infrastruktur dalam e-procurement di  Sistem
Informas Mangjemen Pemerintahan di Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota

Pontianak telah berjalan dengan baik. Seperti
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diharapkan dapat bersinergi lﬁmtuk dapat
menggunakan aplikasi e-proctjjr_Ement secara
optimal, sehingga dapat mel alf_&anakan prinsip-
prinsip-dal arf tata kel ola pemefintahan yang baik
(good governance) dan peméFrintahan yang bersih

(clean government).  f

Berdasarkan  hasil
kesmpulan yang telah diuraikan di atas maka

pendlitian dan

dapat diberikan saran sebagai berikut:

Dari  regulasi, Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
dapat bekerja sama dengan UPTD. LPSE Kota

Pontianak untuk terus menerus melakukan
5

Lembaga
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perbaikan dalam perancangan Standar Operasi
Prosedur (SOP) sehingga dapat menunjang proses
Bagi
penyedia barang dan jasa juga dapat bekerja sama
dalam ikut

berjalannya prosedur dalam sistem e-procurement

berjalannya  aplikasi  e-procurement.

serta dan  mengawasi  proses

sehingga dapat memberikan masukan untuk
pembentukan regulasi ke depannya.

Dari sumber daya manusia, Kepala UPTD.
LPSE dapat secara berkala memberikan
sosidlisasi dan edukasi kepada penyedia barang

2008.

dan

Modul

Implementas e

Adinegoro, Himawan. Srategi
Pengembangan
Procurement di Indonesia. Jakarta: Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah

Croom, Simon R dan Brandon-Jones, Alistair. 2005.
Key Issues in e-Procurement: Procurement
I mplementation and Operation In The Public
Sector. Journa of Public Procurement. V 5

Danim, Sudarwan. 2000. Metode Penelitian untuk

Ilmu-I1mu Perilaku.Jakarta: Bumi Aksara.

dan jasa, serta kepada staf UPTD. LPSE Kota™ ’Djplosoekarto Agung. (ed). 2008. e-Procurement di

Pontianak untuk  diikutsertakan daiaﬂf Blmtek
(Bimbingan Teknis) maupun pelatlhan pelatihan
serupa untuk me{gj,ﬂgl':atkan kemampuan  staf
dalam me\Nudeﬁén good:.governance dan clean
governm_am" dalam “pelaksanaan manajemen
informa's-i sistem pemerintahan di UPTD, LPSE
Kot'a Pontianak. ‘Bagi penyedia barang dan jasa
dqpat memanfaatkan fasilitas yang
d|§ed|akan di UPTD.LPSE yaitu

me"hgenai aplikasi e-procurement.

i. Dari infrastruktur, Kepala UPTD. LPSE tlal |H

L]
Kepa a LKPP dapat selalu mengupdatehar

maupqn software agar aplikasi eprocurenq;;t d||~ J ___*‘,
UPTD LPSE Kota Pontianak dapat digunakan| I-'.H

sebagajrﬂgna tujuan dibentuknya program ini

yaitu terlaksananya sistem informasi manajemen
yang menunjang terwujudnya good'governancé
dan clean gové@ment. Bagi penyedia barang dan
jasa juga dapat."mgmanfaatkan segala fasilitas
yang tersedia di UPTD. LPSE apabila jaringan
internet sedang mengalami gangguan sehingga
dapat langsung mengakses dokumen di UPTD.
LPSE Kota Pontianak.
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